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TEMUAN BPK RI

BBM Anggota Dekab Slgl Dlpersoalkan

SIGI, MERCUSUAR - BPK RI mene-
mukan biaya oprasional mobil dinas
(Mobnas) yang digunakan setiap ketua
fraksi di DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi
untuk item bahan bakar minyak (BBM)
menggunakan dana APBD.

Wakil Ketua Pansus Il Dekab Sigi Ali
Hanafi Ponulele pada rapat paripurna De-
kab Sigi, Senin (14/7/2014), mengatakan,
sesuai aturan tidak ada biaya BBM untuk
setiap mobnas yang diperuntukkan bagi
setiap fraksi di Dekab Sigi. Penggunaan
mobnas untuk fraksi di Dekab Sigi hanya
merupakan kebijakan Bupati Sigi.

Sehingga, mencuatnya temuan BPK RI
tersebut karena kemungkinan mobnas
yang digunakan oleh fraksi dengan status
pinjam pakai tersebut, secara administra-
si yang disampaikan oleh Bupati kurang
lengkap. Seharusnya, dalam pemberian
pinjam pakai mobnas alat kelengkapan
dewan tersebut, harus dilampirkan surat
pemberitahuan bahwa untuk mobnas
anggota Fraksi tidak ada biaya BBM nya.
“Jadi tanda tanya adalah kenapa tahun
2013 ada temuan padahal tahun-tahun
sebelumnya tidak ada temuan seperti
itu. Kemungkinan ada desakan kepada
Sekwan untuk mengalokasikan biaya
BBM, padahal dalam aturan tidak ada
BBM untuk Fraksi,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan anggota De-
kab lainnya, Torki I Turra. Menurutnya,
biaya BBM untuk mobnas anggota fraksi
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menggunakan dana pribadi, dianggap ti-
dak bermasalah. Lain halnya jika menggu-
nakan dana APBD maka akan jadi temuan.

“Kalau toh memang tidak bisa dihindari
hal tersebut menjadi temuan, untuk apa
kendaraan yang ada di Dekab Sigi dipu-
langkan ke Pemkab Sigi. Disini sebenarnya
kita melihat peran daripada Pemkab Sigi,
untuk mengatur persoalan itu agar tidak
menjadi temuan,” jelas Torki.

Ketua Dekab Sigi Budi Luhur Larengi

mengatakan, temuan BPK'tentang biaya
BBM kendaraan anggota Dekab Sigi, di
luar daripada ketua dewan dan alat ke-
lengkapan dewan lainnya, hal itu menjadi
temuan. Persoalannya, kendaraan yang
dibiayai adalah berkaitan dengan perja-
lanan dinas. Kalau soal tersebut menjadi
temuan, hal itu harus di seriusi. “Untuk
itu kami sedang menyiapkan tim untuk
melakukan konsultasi kembali ke BPK RI
Perwakilan Sulteng,” ujarnya. an
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




